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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kurun waktu dua dasawarsa terakhir, perkembangan perbankan
syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat. Terbukti
dengan banyaknya bank-bank konvensional yang mulai memiliki anak cabang
berbasis syariah. Perbankan syariah terlihat relatif singkat telah mampu
memperlinatkan  kemajuan yang cukup signifikan yang berhasil
mempertahankan  eksistensinya  dalam perekonomian Indonesia.
Perkembangan perbankan syariah di Indonesia memiliki peluang pasar yang
cukup luas sesuai dengan mayoritas penduduk bangsa Indonesia yang
beragama Islam.

Islam membawa suatu sistem ekonomi syariah yang diperuntukkan
untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan serta jauh dari tindakan-tindakan
yang merugikan orang lain, baik itu untuk muslim sendiri atau pun non-
muslim. Kesempurnaan ajaran Islam yang membawa rahmatan lil’alamin
kepada seluruh makhluk di muka bumi ini.

Perbankan syariah saat ini cukup luar biasa, walaupun tidak mencapai
target yang diinginkan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah merupakan penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1998, menandai sejarah baru

dibidang perbankan yang mulai memberlakukan sistem ganda duel system



banking di Indonesia, yaitu perbankan konvensional dengan piranti bunga dan
perbankan syariah dengan piranti akad-akad yang sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah.® Ini menunjukkan bahwa legalitas dan dukungan pemerintah
terhadap bank syariah menjadi kekuatan tersendiri akan pertumbuhanya dari
masa ke masa nantinya.

Seiring dengan perkembangan sejarah kehidupan manusia, tentu akan
dibarengi juga dengan perubahan aktivitas manusia yang selalu berubah-ubah.
Dalam sistem ekonomi memiliki tujuan-tujuan yang hendak direalisasikan.
Sistem Ekonomi Islam lebih komprehensif dan utuh didasarkan pada
pandangan-pandangan yang benar terhadap hakekat manusia. Sistem-sistem
yang ada memiliki filosofi yang berbeda-beda tentang manusia sekalipun
berasal dari yang sama yaitu materialisme?.

Hal tersebut bisa terjadi karena perubahan struktur dan kondisi alam
atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan aktivitas
manusia tersebut tidak terlepas dari ancaman risiko. Segala macam risiko
yang berasal dari musibah dan bencana alam merupakan gadha dan gadhar dari

Allah Swt. Allah Swt. berfirman dalam surat Lugman (31) Ayat 34 :
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Artinya: *... dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti)
apa yang akan diusahakan esok. Dan tiada seorang pun yang
dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya
Allgh maha mengetahui lagi maha mengenal.” (QS.Lugman[31] :
34)

Dari ayat di atas kita dapat mengambil hikmah bahwa dalam
menghadapi kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian, manusia tidak
dapat mengelak dari kehendak Allah Swt., tetapi manusia wajib untuk
berikhtiar untuk dapat mengatasinya.

Pada dasarnya bank syariah dan bank konvesional memiliki fungsi yang
sama yaitu, menghimpun dana (funding), menyalurkan dana (lending), dan
melayani produk jasa (service). Yang membedakannya ialah pada bank syariah
tidak mengenal yang namanya riba. Tapi yang lebih sangat membedakan
antara bank syariah dan bank konvensional adalah terletak pada tiga hal,
yaitu; akad, bunga dan bagi hasil dan juga dewan pengawas.

Dalam menjalankan pembiayaan bank sebagai media intermediasi yaitu
menghimpun dana dari nasabah yang kelebihan dana dan menyalurkannya
kepada nasabah yang kekurangan dana. Yang menjadi perhatian ialah ketika
bank menyalurkan dana atau melakukan pembiayaan kepada nasabah
pembiayaan. Dan terjadilah gagal bayar atau wanprestasi.

Gagal bayar atau wanprestasi merupakan risiko yang dialami bank
syariah dalam melakukan pembiayaan yang dimana risiko tersebut harus

diminimalisir demi mendapatkan keuntungan yang maksimal. Akibat dari

® Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Karya Insan
Indonesia,2004),



wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi ganti, pembatalan kontrak,
peralihan resiko, maupun membayar biaya perkara. Sebagai contoh seorang
debitur dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, lalai atau secara
sengaja tidak melaksankan sesuai bunyi yang telah disepakati dalam kontrak,
jika terbukti maka debitur harus mengganti kerugian (termasuk ganti rugi +
bunga+ biaya perkaranya).*

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial,
baik yang dapat diperkirakan (anticipated) maupun yang tidak dapat
diperkirakan (unanticipated) yang berdampak negative terhadap pendapatan
dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindarkan, tetapi
dapat dikelola dan dikendalikan.’

Dalam bisnis pasti ada yang diuntungkan dan dirugikan, tapi dalam
Islam sendiri dalam prinsipnya berbagi keuntungan dan kerugian baik antara
pelaku bisnis (mudhorib) atau pemilik uang (shohibul mal), sehingga tidak ada
yang dizalimi satu sama lain. Bank syariah sebagai lembaga intermediary yang
seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal, mengalami
perkembangan pesat yang akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis resiko
dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan
usahanya. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian yang

potensial, baik yang diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang

*Saefuddin Arif dan azharuddin lathif, Kontrak Bisnis syariah, (Jakarta: Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011),.9

*Adiwarman A. karim, Bank Islam dan Analisis Keuangan, cet.VIIl, (Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2011), 255



berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko
tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan®.

Dalam Islam kerugian yang harus dipertanggung jawabkan adalah
kerugian riil, hal ini bisa disebabkan oleh adanya wanprestasi atau kelalaian
nasabah dengan menunda-nunda pembayaran.® Menurut Imam Asy-Syatibi,
sesungguhnya syariah itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di
akhirat. Kemaslahatan, dalam hal ini, diartikan sebagai sesuatu yang
menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia dan perolehan
apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya,
dalam pengertian yang mutlak. Beliau melanjutkan, kemaslahatan ini dapat
terealisasi apabila lima unsur pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara,
yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta,” ini dikenal dengan nama
Magoosidhu as Syariah.

Hal ini bisa terkait dengan proses memenuhi kebutuhan hidup dalam
berekonomi dengan cara proses transaksi atau jual beli dan akad — akad yang
telah diperjanjikan pun haruslah dipenuhi, agar tidak ada yang dirugikan oleh
masing-masing pihak. Islam menggambarkan dalam al-Quran surat al-Maidah

(5), ayat 1, :
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”.’

Dalam risiko yang dihadapi seperti halnya adanya wanprestasi atau
kelalaian nasabah dengan menunda-nunda pembayaran. Hal ini tentunya
sangat kontradiktif dengan syariah Islam yang sangat melindungi kepentingan
semua pihak yang bertransaksi, baik lembaga keuangan syariah maupun
nasabah, sehingga tidak boleh ada satu pun pihak yang dirugikan hak-haknya.
Salah satu bentuk perlindungan yang ada dalam Syariah Islam adalah adanya
mekanisme ta’widh (pemberian ganti rugi) kepada pihak yang hak-haknya

dilanggar®.

Pengenaan ta'widh adalah berbeda dengan riba jahiliyah. Riba Jahiliyah
tidak membedakan antara debitur yang mampu dan yang tidak mampu.
Sedangkan Islam membagi antara keduanya. Jika telah jelas bahwa debitur

tersebut tidak mampu, maka ta'widh tersebut tidak bisa dikenakan.

Ta'widh adalah berbeda dengan Riba Jahiliyah. Ini karena ta'widh tidak
disyaratkan pada awal akad, sedangkan riba jahiliyah telah ditempatkan
syaratnya pada awal akad. Ta'widh hanya dikenakan ke atas kerugian nyata
yang dialami oleh kreditur selama periode keterlambatan pembayaran

tersebut.®

" Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan Terjemahnya
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Kata al-Ta’widh berasal dari kata ‘lwadh ( ), yang artinya ganti
atau konpensasi. Sedangkan al-ta’widh sendiri secara bahasa berarti
mengganti (rugi) atau membayar konpensasi.*® Adapun menurut istilah adalah

menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.™

Secara umum pengertian ta’widh adalah menutup kerugian yang terjadi
akibat pelanggaran atau kekeliruan dengan ketentuan kerugian rill yang dapat
diperhitungkan dengan jelas dengan upaya untuk memperoleh pembayaran dan
bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang

hilang.™

Perlu dipahami bersama, ta’widh berbeda dengan ta’zir, walaupun
proses yang terjadi memiliki kesamaan dikarenakan kelalaian dengan

menunda-nunda pembayaran.

Hal ini dilakukan agar memberikan manfaat yang lebih luas dan
pemahaman yang baik, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak bank
syariah maupun nasabah. Bagi bank syariah membantu pengelolaan dan
Kinerja perusahaan, jika hal ini tidak dilakukan akan berdampak kepada
penurunan Kolektibilitas terhadap Kkinerja bank syariah sendiri, karena
kewajiban yang belum dilunasi. Ini juga sebagai kompetitif terhadap bank

konvensional yang menerapkan bunga dengan mengambil konsep kehilangan

19 Atabik dan Ahmad, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, 1332

1 \Wahbah al-Zuhaili, Nadzaariyah al- Dhamaan, ( Damsyiq: Dar al-Fikr, 1998), 87

12 samnur Abdullah, Mekanisme Penetapan Ta’widh di Bank BNI Syariah Pada Produk Hasanah
Card,” ( Skripsi S1 Fakutas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta,2012), 90.



kesempatan time value of money. Ta’widh tentu berbeda yang diterapkan oleh
bank syariah sebagai ganti rugi terhadap segala biaya-biaya riil yang telah
dikeluarkan agar tidak kehilangan ongkos kerja dan diakui sebagai pendapatan

bank syariah.

Dengan konsep ta’widh ini memberikan pembelajaran kepada nasabah
pembiayaan yang nakal dan membantu bank syariah agar mendorong nasabah
untuk melunasi kewajibannya tepat waktu. Bagi nasabah pun akan berpikir

ulang untuk melunasi secepatnya dan sesuai dengan perjanjian.

Dari latar belakang masalah di atas, penulis ingin mengetahui lebih jauh
mengenai proses ta’widh sendiri dan aplikasinya dalam bank syariah dalam
akad-akad yang ada, Oleh karena itu dalam skripsi ini penulis memilih judul :
“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FATWA DSN-MUI NO. 43/DSN-
MUI/VI11/2004 TENTANG TA’'WIDH BAGI NASABAH WANPRESTASI”

(STUDI KASUS PT. BANK BNI SYARIAH SURABAYA)

. Identifikasi dan Batasan Masalah
Berdasarkan uraian singkat di atas, penulis dapat mengidentifikasi
beberapa masalah terkait nasabah wanprestasi dengan fatwa MUI No.

43/DSN-MUI/VI111/2004. Adapun masalah yang terkait sebagai berikut:



1. ldentifikasi Masalah

a. Ganti rugi (ta’widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan
sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari
ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

b. Masih banyaknya nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran
dan atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar
hutangnya boleh dikenakan sanksi.

c. Bagaimana cara bank syariah khususnya BNI Syariah dalam
menentukan nasabah yang layak dikenakan ta’widh?

d. Sudah sesuaikah penerapan ta’widh pada BNI Syariah dengan fatwa
DSN-MUI?

e. Sudah jelaskah perhitungan riil kerugian yang didapat oleh biaya
ta’widh?

f. Apakah BNI Syariah melakukan analisis pada nasabah sebelum
mengenakan ta’widh?

g. Apakah perhitungan dana ta’widh sudah sesuai dengan jumlah kerugian
riil?

2. Batasan Masalah
Untuk mempermudah dalam penulisan, maka penulis memberikan

batasan dalam pembahasan ini hanya berfokus pada ta’widh atau ganti rugi

bagi nasabah wanprestasi serta konsep dan implementasinya.
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C. Rumusan Masalah

Agar mempermudah dalam penyusunan, maka perlu kiranya dirumuskan

beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan ta’widh pada fatwa DSN MUI No. 43/DSN-
MUI/V111/2004 di bank BNI Syariah Surabaya?

2. Bagaimana implementasi ta’widh bagi nasabah wanprestasi di Bank
BNI Syariah Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian
yang sudah pernah dilakukan terkait masalah yang diteliti, sehingga terlihat
jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau
duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.*®

Penelitian ini berjudul Implementasi kebijakan fatwa DSN-MUI No.
43/DSN-MUI/VI111/2004 tentang ta’widh bagi nasabah wanprestsai. Penelitian
ini tentunya tidak lepas dari penelitian terdahulu yang dijadikan pandangan
dan referensi serta acuan dalam penyusunan skripsi ini.

Penelitian pertama yang diteliti oleh Durroh Abdur Rokhis dengan judul
“Pelaksanaan Recheduling Terhadap Nasabah Wanprestasi Pada Akad

Murabahah (Studi Di BRI Cab. Yogyakarta)”.!* Objek penelitiannya ini

13 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan
Skripsi(Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 8.
“Durroh Abdur Rokhis, Pelaksanaan Recheduling Terhadap Nasabah Wanprestasi Pada Akad
Murabahah (Studi Di BRI Cab. Yogyakarta), Skripsi Jurusan Muamalat Fakultas Syariah UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
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adalah penyelesaian resiko pada pembiayaan akad murabahah terhadap
nasabah wanprestasi yang berdasarkan data praktik resceduling dan
memberikan penelitian apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah.
Perbedaannya dengan penelitian ini adalah denda ta’widh yang dikenakan
pada nasabah yang bermasalah atau wanprestsai.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Muis Hidayat dengan judul
“Analisis penerapan fatwa DSN-MUI NO. 43/DSN-MUI/VI11/2004 tentang
ta’'widh pada pembiayaan murabahah di PT Bank Syariah bukopin”,* objek
penelitian ini adalah berfokus pada pemberian sanksi ta’zir dan ta’widh pada
nasabah wanprestasi. Dan bagaimana bank syariah menentukan faktor yang
menjadi pertimbangan untuk pemberian pembiayaan. Perbedaan dengan
penelitian ini adalah berfokus pada masalah denda ganti rugi ta’widh yang
dikenakan pada nasabah wanprestasi.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Isni Eka Widiati dengan judul
“Pengaruh Tingkat Resiko Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat
Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia,
Tbk Cabang Tasikmalaya)”.'® Objek penelitiannya ini adalah menghitung
pengaruh tingkat resiko pembiayaan murabahah terhadap tingkat profitabilitas

di Bank Muamalat Tasikmalaya. Persamaan dengan penelitian ini adalah

dengan adanya tingkat risiko pada pembiayaan murabahah maka akan ada

®“Muis Hidayat, Analisis penerapan fatwa DSN-MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang
ta’'widh pada pembiayaan murabahah di PT Bank Syariah bukopin, Skripsi Jurusan Ekonomi
Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakaarta, 2010.

®|sni Eka Widiati, Pengaruh Tingkat Resiko Pembiayaan Murabahph Terhadap Tingkat
Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Thk Cabang
Tasikmalaya), Skripsi jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, 2009.
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potensi risiko juga dalam pengembalianya . Perbedaannya dengan penelitian
ini adalah dengan adanya risiko dalam pengembalian, maka akan timbul juga
denda-denda yang ditimbulkan.

Penelitian keempat dilakukan oleh Arianto Saputra dengan judul
“Analisis pengelolaan dana ta’zir dan ta’widh bagi nasabah wanprestasi pada
PT BRI Syariah”.'” Objek penelitian ini meneliti tentang pengelolaan dana
dana yang didapat dari ta’zir dan ta’widh. Persamaan dengan penelitian ini
adalah sama-sama meneliti tentang dana denda yaitu ta’widh. Perbedaaanya
adalah penulis meneliti tentang konsep dari kebijakan dari fatwa DSN-MUI

No. 43/DSN-MUI/V111/200

E. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh
penulis.
1.  Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ta’widh pada fatwa DSN-
MUI No. 43/DSN-MUI/V111/2004 di Bank BNI Syariah Surabaya?
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi ta’widh bagi nasabah

wanprestasi di Bank BNI Syariah Surabaya?

Y Arianto Saputra, Analisis pengelolaan dana ta’zir dan ta’widh bagi nawsabah wanprestasi pada
PT BRI Syariah, Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakaarta, 2014.
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F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan
memberi sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap lapisan masyarakat
terkait adanya denda atau ganti rugi bagi nasabah jika menunda-nunda
pembayaran angsuran dan untuk pendisiplinan bagi mereka yang lalai
maupun yang sengaja padahal mampu tapi enggan untuk membayarnya.

2. Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai
bahan pertimbangan bagi Bank Bni Syariah Surabaya terhadap

meminimalisir risiko yang bisa diakibatkan dari pembiayaan yang ada.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul Impementasi kebijakan fatwa DSN-MUI No.
43/DSN-MUI/V111/2004 tentang ta’widh bagi nasabah wanprestasi. Agar lebih
memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka peneliti akan mendefinisikan

beberapa istilah, antara lain :

1. Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai
pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan
adalah kurikulum yang telah dirancang atau didesain untuk kemudian

dijalankan sepenuhnya.®

®Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam http://el-kawagi.blogspot.co.id/2012/12/pengertian-
implementasi-menurut-para.html, diakses pada 28/08/2016 jam 06:27 WIB.
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Pendek kata, digoyang gempa kecil saja sudah membuat arti
implementasi adalah bentuk aksi nyata dalam menjalankan rencana yang
telah dirancang dengan matang sebelumnya. Contohnya: sebuah bangunan
yang merupakan hasil implmentasi dari desain yang sudah dibuat
sebelumnya dengan perhitungan yang matang. Si desainer sudah
memperhitunkan berbagai hal seperti kekuatan bangunan, jumlah material-
material yang diperlukan, kemungkinan banjir dan gempa, dan masih
banyak lagi. Persamaan kata implementasi yaitu aplikasi, pelaksanaan,
pengalaman, pengejawantahan, penjabaran, praktik dan rekayasa.

Implementasi hendaknya dilakukan sesuai dengan rancangan yang
telah dibuat, jika tidak maka hasilnya tidak akan sesuai dengan yang
diharapkan. Seperti dalam pengerjaan bangunan, jika tukang-tukang yang
bekerja tidak mengikuti arahan dari desainer bangunan seperti tinggi
banguna, tentu saja bangunan tersebut tidak sesuai harapan. Bisa saja
karena ketebalan dinding maka bangunan dinding retak. Jika sudah begini
tentu pelanggan akan kecewa dan tidak akan memakai jasa kita lagi.*

2. Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/V111/2004

Fatwa DSN 43/DSN-MUI/VI11/2004: Ganti Rugi (Ta'widh)

Pertama: Ketentuan Umum

a. Ganti rugi (ta’widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang

dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang

Bhttp://mww.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-implementasi/  diakses pada tanggal
28/08/2016 jam 07:09
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menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada
pihak lain.

b. Kerugian yang dapat dikenakan ta’widh sebagaimana dimaksud
dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan
dengan jelas.

c. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil
yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya
dibayarkan.

d. Besar ganti rugi (ta’widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil
(real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut
dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss)
karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss atau al-
furshah al-dhaa-i’ah).

e. Ganti rugi (ta’widh) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad)
yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, istishna’
serta murabahah dan ijarah.

f. Dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, ganti rugi hanya boleh
dikenakan oleh shaahibul maal atau salah satu pihak dalam
musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak
dibayarkan.

Kedua: Ketentuan Khusus

a. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui

sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
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b. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil
dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
c. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
d. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan
biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.
Ketiga: Penyelesaian Perselisihan
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi
perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiaannya
dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai
kesepakatan melalui musyawarah.
Keempat: Ketentuan Penutup
Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika
di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan
disempurnakan sebagaimana mestinya.?
3. Ta’widh
a. Definisi Ta’widh
Kata al-ta’widh berasal dari kata “iwadh ( ), yang berarti ganti
atau konpensasi. Sedangkan ta’widh sendiri secara bahasa berarti
maengganti (rugi) atau membayar konpensasi. Adapun menurut istilah
adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau

kekeliruan.

“http://www.bprsvitkacentral.com/main/index.php/kebijakan/fatwa-dsn/106-43dsn-muiviii2004-
ganti-rugi-tawidh- diakses pada tanggal 28 Agustus 2016 jam 07:26
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Dalam kaidah hukum Islam, “bahaya (beban berat) dihilangkan,”
(adh-dharaaru yuzaal), artinya bahaya (beban berat) termasuk di
dalamnya kerugian harus dihilangkan dengan menutup melalui
pemberian ganti rugi. Kerugian disini adalah segala gnagguan yang
menimpa seseorang, baik menyangkut dirinya maupun menyangkut
harta kekayaannya, yang terwujud dalam bentuk berkurangnya
kuantitas, kualitas ataupun manfaatnya.

b. Dasar hukum Ta’widh (Istidlal)

a) Q.S Al-Maidah : 1

55l 1,931 151 il Gl

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad
itu"?
b)  Hadis nabi riwayat ibnu majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat

Ahmad dari Ibnu “Abbas, dan Malik dari Yahya® :

Artinya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak

boleh pula membahayakan orang lain.”

2! Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Karya Insan
Indonesia,2004),

2 HR lbnu Majah no 2332
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4. Wanprestasi

Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap
perikatan. Prestasi adalah objek perikatan, sehingga dalam hukum perdata
kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan
debitor. Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata dinyatakan bahwa harta
kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik
yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan
utangnya terhadap kreditur. Namun, jaminan umum tersebut dapat dibatasi
dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam
perjanjian antar pihak.?

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi
buruk.** Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah
disepakati dalam perikatan.?® Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah
suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak
dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian®
dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa
wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban
sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur

dengan debitur.”’

ZAbdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, 239

2 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1991, 45.

% Ibid, 241

% Nindyo Pramono, Hukum Komersil, 2

2" Dikutip dari: http://rohmadijawi.wordpress.com/hukum-kontrak/ diakses pada tanggal 29
Agustus 2016 jam 07:35
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H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mendapatkan data dalam
suatu penelitian. Dengan kata lain, dapat dikatakan suatu cara yang digunakan
untuk memecahkan suatu masalah. Dalam penulisan skripsi ini guna
memperoleh data dan informasi yang obyektif dibutuhkan data-data dan
informasi yang faktual dan relevan.

Sesuai dengan rujukan di atas, maka pendekatan penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan
kualitatif. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif maka
hasil data akan difokuskan berupa pertanyaan secara deskriptif dan tidak
mengkaji suatu hipotesa serta tidak mengkorelasi variabel.

1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Bank BNI Syariah Surabaya.
2. Sumber Data
Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek dari
mana data dapat diperoleh.”® Untuk mempermudah mengidentifikasi
sumber data, penulis mengklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:
a. Data Primer
Sumber data primer yakni subjek penelitian yang dijadikan sebagai
sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau

pengambilan data secara langsung® atau yang dikenal dengan istilah

%8 Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneletian: Suatu Pendekatan Praktis(Jakarta: Rineka Cipta,
1998), 114.
» Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 91.
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interview (wawancara). Dalam hal ini subjek penelitian yang dimaksud
adalah karyawan Bank BNI Syariah Surabaya bagian pembiayaan,
pemasaran dan pimpinan Bank BNI Syariah Surabaya.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah data
primer.*® Sumber sekunder merupakan data pendukung yang berasal dari
seminar, buku-buku maupun literature. Data ini digunakan untuk
mendukung informasi dari data primer yang diperoleh dari observasi
langsung ke lapangan.

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai hasil dari
studi pustaka. Dalam studi pustaka, penulis dapat membaca litelatur-
literatur yang dapat menunjang penelitian, yaitu literatur-literatur yang
berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam pengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti akan
menggunakan beberapa metode yaitu :
a. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah catatan peristiwa baik berbentuk
tulisan, gambar, atau karya-karya monumental.®> Menurut Suharsimi
Arikunto bahwa dokumentasi asal katanya adalah dokumen yang artinya

barang-barang tertulis. Oleh karena itu, dalam pelaksanannya peneliti

% Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial; Format-format Kuantitatif dan Kualitatif
(Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.
*!bid., 329.
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harus meneliti benda-benda tertulis, dokumen-dokumen peraturan,
notulen rapat, catatan harian dan sebagainya”.*
b. Wawancara (Interview)

Menurut Esterberg dalam Sugiyono, wawancara merupakan
pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya
jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik. la juga
mengemukakan beberapa macam wawancara, Yaitu wawancara
terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur.®®

Sukandar Rumidi mengungkapkan bahwa wawancara adalah
proses tanya jawab lisan, di mana dua orang atau lebih berhadapan
secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar
dengan telinga sendiri dari suaranya.®

Dalam wawancara ini peneliti mengadakan tanya jawab dengan
beberapa pengelola seperti bagian pembiayaan, marketing dan pimpinan

Bank BNI Syariah Surabaya.

4. Teknik Pengolahan Data
Setelah data berhasil dihimpun dari lapangan atau penulisan, maka
peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai

berikut :

%2 Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneletian: Suatu Pendekatan Praktis ..., 131.

%% Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 317.
% Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula (Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press, 2004), 88.
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a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang

diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna,
keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan
penelitian.®® Dalam hal ini penulis akan mengambil data yang akan

dianalisis berdasarkan rumusan masalah saja.

. Organizing, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat

dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang
sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.
Penulis melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk
dianalisis dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk

memudahkan penulis dalam menganalisa data.

. Coding, yaitu pemberian kode-kode tertentu pada tiap-tiap data

termasuk memberikan kategori untuk jenis data yang sama. Kode
adalah symbol tertentu dalam bentuk huruf atau angka untuk

memberikan identitas data.

. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah

diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai
kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah

jawaban dari rumusan masalah.®’

*Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D ..., 243.

*1bid., 245.
Ibid., 246.
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5. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono, analisis data adalah proses
mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil
wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah
dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.*

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data
deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis yang bersifat mendeskripsikan
makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan
menunjukkan bukti-buktinya.*® Tujuan dari metode ini adalah untuk
membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara
sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta

hubungan antar fenomena yang diselidiki,*

serta teknik ini digunakan
untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik data hasil
wawancara, observasi maupun dokumentasi, selama mengadakan penelitian
di Bank BNI Syaria Surabaya.

Data yang dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan
menggunakan analisis isi (content analysis) yaitu metode ilmiah untuk
mengkaji dan menarik kesimpulan atas suatu fenomena dengan

memanfaaatkan dan menggunakan dokumen (teks) sebagai bahan

penelitian.** Dengan analisis, peneliti akan mengungkapkan hal-hal yang

*Ibid., 334.

¥Muhammad Ali,Strategi Penelitian Pendidikan(Bandung: Angkasa, 1993), 161.

““Moh. Nizar, Medode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 63.

' Eriyanto, Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi Dan llmu
Sosial Lainnya(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 10.
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terdapat pada dokumen yang didapatkan dari Bank BNI Syariah Surabaya

terkait kebikan fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VI111/2004

Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang terbagi dalam
beberapa sub bab, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang memuat uraian tentang:
1). latar belakang masalah, 2). Identifikasi dan batasan masalah, 3). Rumusan
masalah, 4). Kajian pustaka, 5). Tujuan penelitian, 6).Kegunaan hasil
penelitian, 7). Definisi operasional, 8). Metode penelitian, dan 9). Sistematika
pembahasan.

Bab kedua merupakan bab kerangka teoritis atau kerangka konsepsional
yang akan mengulas tentang landasan teori konsep ta’widh pada fatwa DSN
MUI No. 43/DSN-MUI/VHI/2004 dan juga mengulas tentang implementasi
ta’widh pada fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/. Hal ini dimaksudkan
untuk memberikan pengetahuan tentang adanya denda atau ganti rugi bagi
nasabah jika menunda-nunda pembayaran angsuran dan untuk pendisiplinan
bagi mereka yang lalai maupun yang sengaja padahal mampu tapi enggan
untuk membayarnya.

Bab ketiga merupakan data penelitian yang memuat tentang deskripsi
data yang berkenaan dengan variabel yang diteliti secara objektif. Meliputi
proses ta’widh dan juga tentang fatwa DSN MUI No. 43/DSN-

MUI/VIII1/2004. Data yang didapat berupa tabel dan wawancara, setelah
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mengetahui tentang gambaran umum objek penelitian tersebut dapat
membantu dalam proses penelitian khususnya proses analisis dapat terbantu.
Bab empat merupakan analisis data yang memuat tentang implementasi
kebijakan fatwa DSN MUI No0.43/DSN-MUI/VIII/2004 bagi nasabah
wanprestasi.
Bab kelima, yaitu bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan

yang berisi tentang kesimpulan, kritik dan saran, dan penutup.



